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ABSTRAKSI 
 

Sengketa ekonomi syariah No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl yang didaftarkan ke 
Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2011, berisi gugatan dan tuntutan ganti rugi 
atas nisbah, dwangsong dan pengembalian modal oleh Para Penggugat yang 
berjumlah 12 orang. Namun Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini hanya 
menggabulkan sebagian tuntutan dari Para Penggugat saja. Gugatan Para Penggugat 
yang dikabulkan oleh Hakim hanya pengembalian modal kepada sebagian Penggugat 
saja. Majelis Hakim pada perkara ini menolak tuntutan ganti rugi atas nisbah dan 
uang paksa atas kerugian dari Para Penggugat. Dalam putusan ini Hakim 
membenarkan adanya akad perjanjian dan Majelis Hakim menyatakan akad 
perjanjian mudarobah yang terdapat dalam perkara ini adalah sah, namun nisbah 
dalam akad ini oleh Majelis Hakim dinilai cacat atau tidak sah karena melanggar 
hukum.  

Atas permasalahan diatas, telah dilakukan penelitian terhadap Putusan No. 
0700/Pdt.G/2011/PA.Btl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul, untuk 
mengkaji sumber hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dan untuk 
mengetahui jenis metode penemuan hukum apa yang digunakan dalam 
menyelesaikan perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi dalam sengketa ekonomi 
syariah yang tertuang dalam Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl 

Pendekatan yang Penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan 
berdasarkan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum 
yang dijadikan dasar untuk hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati sebagai 
Warga Negara yang taat hukum. Penyusun juga menggunakan pendekatan normativ, 
yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan 
aturan yang terdapat dalam Alquran dan Hadis yang berhubungan dengan 
permasalahan  sengketa ekonomi syariah. 

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan 
dihasilkan kesimpulan,bahwa sumber hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim 
dalam memutuskan perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi yang terutang dalam 
putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl  adalah fatwa Dewan Syariah Nasional 
No.07/DSN-MUI/IV/2000 dan Yurisprudensi MA No. 2899/K/Pdt/1994 yang 
kemudian sumber hukum tersebut di intepretasikan secara gramatikal oleh Majelis 
Hakim untuk memutuskan permaslahan yang ada dalam perkara tuntutan dan gugatan 
ganti rugi yang dituangkan dalam Putusan N0.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

 
A. Konsonan tunggal 

 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

Alîf 

Bâ’ 

Tâ’ 

Sâ’ 

Jîm 

Hâ’ 

Khâ’ 

Dâl 

Zâl 

Râ’ 

zai 

sin 

syin 

tidak dilambangkan 

b 

t 

� 

j 

� 

kh 

d 

Ŝ 

r 

z 

s 

sy 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 
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 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

sâd 

dâd 

tâ’ 

zâ’ 

‘ain 

gain 

fâ’ 

qâf 

kâf 

lâm 

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ’ 

hamzah 

yâ’ 

� 

� 

� 

� 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

’ 

Y 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 


	ّ�� دة  

 �ّ�ة

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 
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C. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

�
�� 

��� 

ditulis 

ditulis 

Hikmah 

‘illah 

 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

ditulis آ�ا
� ا�و���ء  Karāmah al-auliyā’ 

 
3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 

���ditulis زآ�ة ا�  Zakāh al-fi�ri 

 

D. Vokal pendek  
 

__َ_ 

��  

__ِ_ 

fathah 

 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

fa�ala 

i 
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 ذآ�

__ُ_ 

 '&ه$

kasrah 

 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ŝukira 

u 

yaŜhabu 

 

 

E. Vokal panjang 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

 )�ه���

fathah + ya’ mati 

)*+, 

kasrah + ya’ mati 

 آـ�'-

dammah + wawu mati 

  �وض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ā 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

ī 

karīm 

ū 

furūd 

 

 

F. Vokal rangkap  
 

1 

 

Fathah + ya’ mati 

-�+�2 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 



x 

 

2 fathah + wawu mati 

 45ل

ditulis 

ditulis 

au 

qaul 

 
 
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 أأ6	-

 أ��ت

-,��9 :;� 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 ا�<�=ن

 ا�<��س

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ ān 

Al-Qiy ās 

 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ا�*
@ء

A
Bا� 

ditulis 

ditulis 

As-Samā’ 

Asy-Syams 
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I.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 

Ditulis menurut penulisannya. 

 

 ذوي ا���وض

 أه� ا�*+�

ditulis 

ditulis 

śawī al-fur ūd 

Ahl as-Sunnah 
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KATA PENGANTAR 

 


�ــــ� ا
 ا���	� ا����� 

���� ��� أ��ر ا����� و ا����.�� �
 ا��	� 
 رب ا��ــــ��	��. و

 ان ) ا�� ا) ا
 وأ! ــ� أن ��	�ا �&�% ور"ــــ���. ا�� � $# و "�� ��� ��	�  أ! ــــ� 

� أ(	�ــ��
 .و ��� *�� و أ$�� 

 

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap 

hamba-Nya yang sedang mengarungi lautan ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini 

Alhamadulilah akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari 

sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan 

berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula 

penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki 

sehingga dapat memotivasi penyusun untuk selalu berbenah diri dalam mencapai 

kehidupan yang lebih bermakna. 

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini 

tidak lepas dari do’a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada 

kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga 

jaza>kumulla>h khairan kas|i>ran kepada : 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman dituntut untuk memiliki 

fleksibilitas yang memadai agar tidak kehilangan daya jangkaunya, baik dalam 

fungsinya sebagai social control maupun dalam batas-batas tertentu sebagai social 

engineering. Pembaharuan hukum Islam ini saling berkaitan dengan tuntutan historis 

sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi 

arah dan bimbingan bagi masyarakat Islam.1 

Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, dan guna membawa kepada 

kemaslahatan umat khususnya dalam bidang perekonomian yang semakin 

berkembang pesat, maka peraturan mengenai peradilan agama yang tidak lain adalah 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirasa kurang sesuai 

lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono 

telah mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu 

materi penting dalam amandemen pertama tersebut adalah mengenai perluasan 

                                                           
1
 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 

hlm, 12. 
 

 

 

1 
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kewenangan dari pengadilan agama. Perluasan kewenangan sebagaimana yang 

tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak lain adalah 

kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah. Hal tersebut tercantum 

dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwewenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang: 

1. Perkawinan 

2. Waris  

3. Wasiat 

4. Hibah  

5. Wakaf  

6. Zakat  

7. Infaq  

8. Shadaqah 

9. Ekonomi syariah.    
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Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka 

tugas dan wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi 

syariah adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi 

syariah.  

Setelah adanya perluasan kewenangan kekuasan Hakim di peradilan agama 

untuk menangani sengketa ekonomi syariah, Mahkamah Agung RI dengan Keputusan 

Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008, mengeluarkan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) sebagai respon terhadap perkembangan praktek hukum 

ekonomi syariah di Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dijadikan 

acuan sementara sebelum terbitnya undang-undang, dalam penyelesaian perkara-

perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah intensitasnya. 

Lahirnya KHES dan adanya perluasan atas kewenangan pengadilan agama 

untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan sebuah upaya untuk 

mewujudkan tata kehidupan bangsa yang tertib, makmur dan berkeadilan dengan 

menjujung asas syariah Islam. Sedangkan karakteristik ekonomi yang berbasis syariah 

adalah memiliki tujuan untuk menuju kesejahteraan yang menyeluruh secara seimbang 

( individu-sosial, dunia-akhirat, alam-sosial). 

Keharusan sistem ekonomi syariah yang dijalankan berdasarkan dengan 

ketentuan syariat Islam selama ini, bukan berarti operasional pembiayan berbasis 

syariah tidak akan menemui suatu kendala atau sengketa. Hal tersebut dapat terlihat 
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dengan adannya perkara ekonomi syariah yang telah diputus Pengadilan Agama 

Bantul, yaitu dengan putusan nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl tentang perkara 

tuntutan dan gugatan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah.  

Dalam perkara tersebut terdapat dua pihak yang berperkara yaitu Para 

Penggugat yang berjumlah 12 orang selaku nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) 

Syariah BMT IS melawan   T 1 (Tergugat 1) selaku Direktur KSU Syariah Baitul 

Maal Wat Tamwil IS dan T 2 (Tergugat 2)  selaku Ketua KSU Syariah Baitul Maal 

Wat Tamwil IS, yang mana T 1 dan T 2 adalah sebagai Tergugat. Perkara gugatan 

tersebut muncul bermula dengan adannya akad perjanjian simpanan penjamin 

kebutuhan keluarga (Si Penjaga), yang mana Para Penggugat melakuakan 

penyimpanan uang dengan jenis simpanan penjamin kebutuhan keluarga kepada 

tergugat  dengan total nilai simpanan sebesar Rp. 282.000.000,- (Dua Ratus Delapan 

Puluh Dua Juta Rupiah) dengan jangka waktu jatuh tempo yang berbeda dari setiap 

Para Penggugat. Dari simpanan tersebut, Tergugat selaku mudharib (pengelola dana) 

akan memberikan nisbah bagi hasil kepada Para Penggugat selaku sahibul maal 

(pemilik modal) sesuai dengan jumlah yang telah dijanjikan oleh Tergugat 1 dan 

Tergugat 2. 

Pada awalnya Para Penggugat menerima bagi hasil (nisbah) yang dijanjikan 

oleh Para Tergugat dengan lancar, akan tetapi memasuki bulan November tahun 

2010, Para Penggugat tidak lagi menerima bagi hasil seperti yang dijanjikan. Dari 

informasi yang diperoleh oleh Para Penggugat dari media cetak, diketahui bahwa 

semua kantor cabang KSU Syariah BMT IS telah tutup (tidak beroperasi), dan juga 
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diketahui bahwa Para Tergugat sedang tersangkut masalah hukum, kaitanya diduga 

melakukan penipuan dan/atau pengelapan terhadap simapan berjangka milik nasabah. 

Berdasarkan hal tersebut Penggugat merasa dirugikan, maka Penggugat mengajukan 

perkara tersebut ke pengadilan untuk diselesaikan melalui jalur hukum. 

Di dalam perkara tersebut Para Penggugat di dalam gugatannya menuntut 

ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar Rp. 344.286.300,- (total simpanan berjangka 

+ total nisbah belum terbayar), menuntut sita jaminan terhadap aset-aset milik KSU 

Syariah BMT IS serta menuntut Para Tergugat untuk membayar uang paksa 

(dwangsong) sebesar Rp. 250.000,- setiap hari keterlambatan. Namun dalam 

putusannya Hakim hanya menggabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, di 

antaranya, Hakim memutuskan bahwa akad dalam perjanjian simpanan berjangka 

dalam perkara ini adalah sah, tetapi tuntutan yang berkenaan dengan nisbah, 

dwangsong dan sita jaminan tidak dikabulkan oleh Hakim, dan Hakim hanya 

menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan (mengembalikan) modal ke sebagian 

Penggugat saja. 

Perluasan kewenangan pada pengadilan agama, tentunya menjadi tantangan 

tersendiri bagi aparatur peradilan agama, terutama Hakim. Para Hakim ini dituntut 

untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai 

adagium ius curia novit, yang artinya bahwa Hakim dianggap tahu akan hukumnya, 

sehingga Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih 

hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Keniscayaan Hakim untuk selalu memperkaya 

pengetahuan hukum, juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim 
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bahwa apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar, hal tersebut sesuai 

dengan adagium res judikata pro veriate habetur. Berdasarkan hal tersebut, setiap 

Hakim pengadilan agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal 

perekonomian syariah. Hal tersebut sejalan dengan kutipan yang menerangkan bahwa 

”Memang, para Hakim pengadilan agama telah memiliki latar belakang pendidikan 

hukum Islam, namun karena selama ini pengadilan agama tidak menangani sengketa 

yang terkait dengan perekonomian syariah, maka wawasan yang dimilikinya pun 

tentu masih terbatas”.2 

Perluasan kewenangan absolut mengenai ekonomi syariah ini memang belum 

lama terjadi, begitu pula dengan permasalahan yang dipersengketakan di Pengadilan 

Agamapun masih sangat terbatas dan tergolong menjadi sebuah sengketa baru. 

Putusan Nomor:  0700/Pdt.G/2011/PA.Btl termasuk sebuah putusan perkara sengketa 

ekonomi syariah yang terhitung baru ditangani oleh pengadilan agama di lingkungan 

Provinsi DIY, dan dari hasil prapenelitian diketahui baru ada tiga kasus sengketa 

ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Bantul. Karena masih tergolong 

sebagai putusan yang baru inilah sehingga bagi penyusun putusan tersebut menjadi 

sebuah bahasan  yang menarik untuk dikaji. 

 

 

                                                           
2 Pratami Wahyudya, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan 

Kewajiban Akad Pembiayaan Al-Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap 
Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta (2010), hlm. 5. 
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B. Pokok Masalah 

Adapun rumusan masalah yang Penulis ketengahkan dan hendak ditemukan 

jawabannya dalam penelitian ini adalah: 

Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus 

perkara Nomor: 0700/Pdt.G/20011/PA.Btl dalam perkara sengketa ekonomi syariah 

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul?” 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif 

Untuk mengetahui dasar pertimbang Hakim dalam memutus perkara 

Nomor : 0463/Pdt.G/20011/PA.Btl dalam perkara sengketa ekonomi 

syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan Penulis di 

bidang muamalat. 

b. Guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar S1 

dalam bidang muamalat di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas 

UIN Sunan Kalijaga. 
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3. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembangunan ilmu pengetahuan di bidang muamalat. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara 

Pengadilan Agama khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama 

dalam perkara ekonomi syariah serta hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap 

berikutnya. 

4. Manfaat Praktis 

a. Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan 

Penulis serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam 

menerapkan ilmu  yang diperoleh melalui bangku perkuliahan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima 

dan tertarik dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para 

pihak yang berminat pada permasalahan yang sama. 
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D. Kajian Pustaka 

Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif penulis berusaha untuk 

melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai 

relevansi terhadap topik yang akan diteliti. 

Telaah pustaka yang dilakukan penyusun adalah dari berbagai karya ilmiah 

selain berbentuk buku juga berbentuk skripsi-skripsi  yang sudah ada. 

Sebuah buku yang dituliskan oleh Ahmad Rifai yang berjudul Penemuan 

Hukum Oleh Hakim,3 membahas mengenai penemuan hukum yang dilakukan oleh 

Hakim dalam perspektif hukum progresif, di mana dalam buku tersebut diberikan 

gambaran mengenai bagaimana seharusnya seorang Hakim menemukan penemuan 

hukum dalam praktik peradilan, dengan tidak lagi hanya mendasarkan pada 

paradigma hukum positif yang legalis formal, melainkan telah menjangkau pada 

nilai-nilai kearifan yang berkembagan di masyarakat. Buku ini berisi tentang ajaran-

ajaran filsafat, teori-teori, dan metode-metode yang berkenaan dengan penemuan 

hukum, serta paradigma hukum progresif yang berkenaan dengan penjatuhan putusan 

oleh Hakim. 

Skripsi Pratami Wahyudya Ningsih  “Analisis Terhadap Putusan Hakim 

Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Di 

Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 

                                                           
3 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 
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1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg).4 Skripsi ini lebih menekankan pada kesesuaian dasar 

pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg 

dalam perkara gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan Al-Musyarakah yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dengan ketentuan Al-Musyarakah 

dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jenis penelitiannya adalah 

penelitian hukum normatif atau doktrinal. 

Skripsi Nur Hidayatuloh “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Poligami (Studi 

Putusan Pengadilan Agama DIY Tentang Poligami Tahun 2006)”,5 skripsi ini 

membahas bagaimana urgensi pertimbangan Hakim terhadap poligami suami di 

pengadilan agama di penjuru Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Selain itu terdapat pula skripsi yang ditulis oleh Azharuddin Effendi Uswa 

yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena 

Perselingkuhan.”6 Pembahasan skripsi ini masih berada dalam ruang lingkup analisis 

terhadap putusan Hakim, akan tetapi berbeda objek yang diteliti yaitu kasus 

perceraian.  

                                                           
4  Pratami Wahyudya Ningsih, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan 

Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi 
Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta (2010).  

5  Nur Hidayatulloh, “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan 
Agama DIY Tentang Poligami Tahun 2006),” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta (2008). 

 
6
  Azharuddin Effendi Uswa, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena 

Perselingkuhan,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008). 
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Dalam pencermatan penyusun, analisis atau kajian terhadap putusan Hakim 

sudah banyak namun sepengetahuan penyusun sejauh ini belum pernah ada yang 

mengkaji atau menganalisis terhadap putusan Hakim dalam kasus sengketa ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul.  Karena itulah, penelitian ini baru 

dan belum ada yang menelitinya. 

E. Kerangka Teori 

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang 

diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa 

antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum. 7 Putusan merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh Hakim dari 

hasil pemeriksaan perkara di persidangan.  

Dalam penjatuhan putusan perkara perdata, teori yang digunakan oleh Hakim, 

pada prinsipnya sama dengan teori penjatuhan putusan dalam perkara pidana, yaitu 

teori penjatuhan putusan.  

Menurut Achmad Ali, ada dua teori penemuan hukum yang dapat dilakukan 

oleh Hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interprestasi atau 

penafsiran dan melalui metode konstruksi.8 

                                                           
7 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Kecana, 2006), hlm. 292. 

8  Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif, cet. ke-1 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 59. 
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Konstruksi hukum terjadi, apabila tidak diketemukan ketentuan undang-

undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, 

ataupun dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum 

atau kekosongan undang-undang. Untuk mengisi kekosongan undang-undang inilah, 

biasanya Hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih 

lanjut suatu teks undang-undang, di mana Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi 

teks itu, tetapi dengan syarat Hakim tidak mengabaikan hukum sebagai sistem. 9  

Dalam hukum islam metode konstruksi ini dikenal dengan istilah ijtihad 

istinbathi. Ijtihad ini adalah upaya untuk mengeluarkan hukum mengenai masalah 

yang tidak ada nasnya atau ada nasnya tetapi tidak bermakna pasti, dan hal yang 

diijtihadkan itu belum ada pendahulu yang mengijtihadkannya.10 

Sedangkan interprestasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-

undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada kasus konkret yang dihadapi, 

atau metode ini dilakukan dalam hal peraturanya sudah ada,tetapi tidak jelas untuk 

dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau 

penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur, konflik antar norma hukum, 

dan ketidak pastian dari suatu peraturan perundang-undangannyapun masih tetap 

berpegang pada bunyi teks tersebut.  

                                                           
9 Ibid., hlm. 60. 

10  http://idrusali85.wordpress.com/2007/08/08/masalah-ijtihad-ijtihad-istinbathi-dan-ijtihad-
tathbiqi, diakses pada tanggal 24 April 2013. 
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Metode interprestasi dalam hukum islam disebut juga dengan ijtihad tathbiqi. 

Ijtihad tathbiqi ini merupakan upaya untuk menerapkan hasil ijtihad istinbathi ke 

dalam perbuatan-perbuatan mukalaf atau peristiwa-peristiwa konkret yang bersifat 

kasuistik.11  

Secara teoritis, penemuan hukum (rechtssvinding law)  adalah suatu teori 

yang memberikan arah bagaimana cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu 

peristiwa hukum tertentu, dengang cara penyelidikan yang sistematis terhadap sebuah 

aturan dengan menghubungkan antara satu aturan dengan aturan yang lainya.12 

Dengan demikian penyusun akan berusaha semaksimal mungkin dalam 

mengumpulkan data yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan 

tentunya tidak luput dari sumber hukum yang ada. Semoga dengan kerangka teoritik 

di atas, problematika ini bisa menemukan jawaban sesuai dengan harapan, dan untuk 

penjelasan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa 

dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. 

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah 

                                                           
11  Muhyar Fanani, Fiqh Madani Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta: 

Lkis, 2009), hlm, 179. 

12 Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia, cet. ke-1 
(Jakarta: kencana, 2008), hlm, 467. 
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berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang 

bertentangangan dalam suatu kerangka tertentu.13 

Sedangkan metode penelitian adalah cara dan langkah-langkah yang efektif 

dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah.14 

Metode penelitian yang digunakan Penulis memuat uraian yang berisi 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian 

lapangan (Field Research), dalam hal ini yang menjadi objek kajian 

penelitiannya adalah putusan nomor :  0700/Pdt.G/2011/PA.Btl. tentang 

perkara gugatan sengketa ekonomi syariah. Adapun lokasi penelitian tersebut 

adalah Pengadilan Agama Bantul. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitis yaitu 

menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-

pendapat, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan 

kesimpulan kemudian menjabarkan dalam bentuk kata-kata. 

 

                                                           
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006),hlm. 42. 

14  Ibid., hlm. 43. 



15 
 

3.  Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat 

penting. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan cara identifikasi isi bahan hukum primer dan 

sekunder hasil dari studi kepustakaan atau studi dokumen, yang 

kemudian dikategorisasi menurut jenisnya. Teknik pengumpulan data 

tersebut disebut teknik dokumentasi. 

b. Wawancara  

Wawancara terpimpin akan memberikan kemudahan baik dalam 

mengemukakan pertanyaan, menganalisis, maupun dalam mengambil 

keputusan. Bentuk wawancara ini akan ditujukan kepada Para Hakim 

yang menangani perkara No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl yang ada di 

Pengadilan Agama Bantul.  

4. Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif dengan 

menggunakan metode deduktif, yaitu proses analisi yuridis dari hukum yang 

ada pada Putusan Nomor:   0700/Pdt.G/2011/PA.Btl. Untuk mengetahui apa 

saja yang menjadi sumber hukum bagi Hakim dalam putusan tersebut. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, 

maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya 

adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang 

masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan dengan 

tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, kemudian kajian pustaka berfungsi untuk 

menginformasikan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah diteliti oleh orang 

lain. Kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori 

yang mendukung data yang telah ada dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta 

diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisikan gambaran tentang proses pengambilan putusan di 

pengadilan agama, penjelasan mengenai tugas dan kewenangan Hakim dalam 

melakukan penemuan hukum, serta mejelaskan tentang peluasan kewenanagan pada 

putusan Hakim pengadilan agama dan jenis-jenis putusan.  

Bab ketiga, penyusun akan memaparkan gambaran umum tentang putusan dan 

menguraikan tentang putusan perkara sengketa ekonomi syariah Nomor: 

0700/Pdt.G/2011/PA.Btl. 

Bab keempat, penyusun akan menganalisa tentang putusan nomor: 

0700/Pdt.G/2011/PA.Btl. untuk mengetahui akar permasalahan dalam sengketa 
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ekonomi syariah tersebut serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber 

hukum dalam putusan tersebut dan metode penemuan hukum apa yang digunakan 

oleh Hakim dalam proses menjatuhkan putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl. 

Bab kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan membuat suatu 

kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya, dan menjadi jawaban dari 

pokok masalah dan dilengkapi dengan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis terhadap putusan perkara gugatan dan tututan 

ganti rugi dalam kasus sengketa ekonomi syariah No. 

0700/Pdt.G/2011/PA.Btl, maka dapat disimpulkan: 

1. Bahwa sumber hukum yang digunakan sebagai pertimbangan Hakim 

dalam putusan perkara No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl adalah Yurisprudensi 

MA No. 2899/K/Pdt/1994 tgl 15 Februari 1996 dan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah. 

2. Ditinjau dari teori penemuan hukum, dalam putusan No. 

0700/Pdt.G/2011/PA.Btl Hakim menggunakan metode penemuan hukum 

interpretasi atau ijtihad tathbiqi. 

3. Intpretasi hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 huruf b kurang tepat 

sebagai dasar hukum dalam memutuskan tuntutan nisbah pada perkara 

gugatan dan tututan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah ini. 

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional yang digunakan Majelis Hakim sebagai 

sumber hukum pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara 

gugatan dan tuntutan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah ini tidak 

memiliki kekuatan hukum untuk digunakan sebagai sumber hukum pada 
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pertimbangan Hakim, karena Fatwa Dewan Syariah yang digunakan oleh 

Majelis Hakim sebagai sumber hukum tidak diangkat sebagai pendapat 

Hakim sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa dijadikan 

sumber hukum oleh Hakim. 

 

B. Saran 

1. Seharusnya Majelis Hakim menggunakan Sumber Hukum yang lebih 

tinggi kedudukan hirarkinya dalam pertimbanggannya. 

2. Jika Majelis Hakim hendak menggunakan Fatwa DSN sebagai sumber 

hukum, seharusnya Fatwa tersebut diangkat sebagai pendapat Hakim, 

sehingga mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan sebgai sumber 

hukum pada pertimbangan Hakim. 

3. Terkait dengan putusan ini, seharusnya Hakim harus lebih teliti dalam 

mengintepretasikan suatu dasar atau sumber hukum, sehingga  bisa sesuai 

untuk diterapkan pada suatu keadaan yang konkret. 

4. Supaya putusan Hakim lebih baik, sebaikanya Hakim mengoptimalkan 

KHES sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan perkara sengketa 

ekonomi syariah yang ada. 
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12 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi gajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat 
 
Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu (wahai 
Muhammad) Kitab (Al-Quran) dengan membawa 
kebenaran, supaya engkau menghukum di antara 
manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan 
kepadamu (melalui wahyuNya) dan janganlah 
engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang 
khianat. 
 
“ Dari Abu bakrah Mengabarkan : “saya mendengar 
Nabi Muhammad SAW bersabda :”Seorang Hakim 
tidak boleh memutuskan persengketaan diantara dua 
orang dalam keadaan marah”. ( Riwayat: Bukhari-
Muslim). 
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Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- 
akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali 
yang akan dibacakan kepadamu.) Yang demikian itu 
(dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum- hukum menurut yang 
dikehendaki- Nya. 
 
“…Maka, jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”. 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan 

pembayaran nisbah Para Penggugat? 

2. Apa yang menjadi kendala bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan 

ini? 

3. Apakah ada dissenting opinion dari para Hakim dalam menetapkan 

pertimbangan hukum atau penetepan putusan? 

4. Apa dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan pengembalian modal 

kepada sebagian para penggugat? 

5. Bagaimana penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam 

menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah yang ada di PA Bantul? 

6. Mengapa dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim mengunakan Fatwa 

DSN sebagai sumber hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

ini? 

7. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan 

dwangsong dari Para Penggugat?  

8. Apa alasan Majelis Hakim tidak menggunakan KHES sebagai sumber hukum 

dalam menyelesaikan perkara ini?  
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